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ABSTRAK

Tilang elektronik atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sistem
tilang yang memanfaatkan kinerja cctv. CCTV sebagai kamera pengawas yang
membantu pihak kepolisian untuk mengawasi kendaraan pada tempat yang lewat
disetiap jalan. Untuk itu dibutuhkan inovasi atau hal yang baru dalam menindaklanjuti
bagi pelanggar rambu lalu lintas. Pada tahun 2021 di Kota Banda Aceh mulai Agustus-
November 2021 terjadi 45.721 pelanggaran lalu lintas. Di tahun 2022 mulai dari
Januari-Desember terjadi pelanggaran sebanyak 23.566. Pada tahun ini terjadi
penurunan pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2023 mulai dari bulan Januari-Juni
terjadi pelanggaran sebanyak 121.978, pada tahun ini- menujukkan lonjakan
pelanggaran lalu lintas yang sangat parah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan system tilang
elektronik yang ada di Kota Banda Aceh yang diterapkan oleh Direktorat Lalu Lintas
(Ditlantas) Polda Aceh dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme
tilang elektronik dan bagaimana cara penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data
menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan system tilang elektronik yang
dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh sudah efektif, namun
masih tidak bisa menjangkau semua para pelanggar lalu lintas yang ada di jalan. Seperti
penutupan nomor polisi dan ini tidak bisa direkam oleh kamera ETLE. Dari penerapan
tilang elektronik ini masih banyaknya masyarakat yang melanggar rambu lintas, seperti
tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan lain sebagainya. Diharapkan
kepada Ditlantas Polda Aceh untuk lebih gencar melelakukan sosialisasi kepada
pengguna jalan baik pengguna roda dua maupun roda empat untuk melakukan
sosialisasi yang lebih aktif lagi terkait tentang bagaimana memamtuhi rambu lalu
lintas, dan masyarakat juga turut bekerja sama untuk mematuhi rambu lalu lintas untuk
meminimalisi pelanggaran rambu lalu lintas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tilang Elektronik, Ditlantas Polda Ac
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat terjadi di
Indonesia dan menjadi tantangan baru bagi polisi dalam melakukan dan
memberikan sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas di jalan. Untuk itu
dibutuhkan inovasi atau hal yang baru dalam menindak lanjuti bagi pelanggar
rambu lalu lintas. Kepolisian Republik Indonesia memberlakukan inovasi
yang baru dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas yaitu sistem tilang
elektronik (e-tilang) untuk memudahkan pihak kepolisian memberikan sanksi
tilang kepada mayarakat yang melanggar. Maraknya pelanggaran lalu lintas
yang terjadi di setiap jalan itu dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat
merugikan masyarakat itu sendiri. Meningkatnya kepemilikan sepeda motor
tidak diimbangi dengan meningkatnya kesadaran akan keselamatan lalu lintas.
Kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagian besar diakibatkan oleh para
pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Polda Aceh telah memasang 20
titik kamera tilang di Kota Banda Aceh dan penambahan 5 kamera tilang di
Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini penerapan e-tilang juga membutuhkan
peraturan-peraturan yang menunjang agar e-tilang bisa di terapkan di berbagai
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Banyak masyarakat yang belum

mengetahui tentang e-tilang ini.



Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui
tentang e-tilang ini, maka dari itu perlu melibatkan banyak pihak tidak hanya
dari kepolisian saja, instansi yang terkait dan juga masyarakat sendiri. Maka
dari itu di perlukannya sosisalisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat
agar masyarakat dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan e-tilang ini.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 272
menyebutkan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas
dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan
peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.t
Mengenai apa yang tertulis didalam pasal 272 Undang-Undang No 22 tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur lebih jelas dalam
Peraturan Pemerintah  No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: (1) temuan dalam proses pemeriksaan
kendaraan bermotor dijalan, (2) laporan dan, (3) rekaman peralatan
elektronik.?

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat
pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi. Menurut retizen.republika mencatat

bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 3.953 kasus pelanggaran lalu lintas

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Zperaturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



dikota Banda Aceh. Walaupun ada polisi lalu lintas bertugas tapi masih banyak
juga yang melakukan pelanggaran. Sehingga dibutuhkan hal yang baru untuk
dapat menyelesaikan permasalahan.® Sebagaimana dilansir dari acehsatu.com
pelanggaran yang terjadi sejak dipasang CCTV Electronic Traffic Law
Enforcement (ETLE) di sejumlah titik lampu lalu lintas (traffic light) di Banda
Aceh mulai Agustus Hingga November 2021 terjadi 45. 721 pelanggaran lalu
lintas. 4 Oleh karena itu, penerapan tilang elektronik di Kota Banda Aceh sudah
efektif, tetapi masih diperlukan pengarahan dan pengawasan kepada
masyarakat untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Kapolri mengintruksikan kepada seluruh jajarannya yang ada di seluruh
Indonesia untuk menerapkan sistem tilang elektronik (ETLE) karena tidak
boleh lagi menggunakan tilang manual agar tidak adanya pungli. Sesuai
intruksi Kapolri, Polda Aceh dalam menerapkan sistem tilang elektronik
(ETLE) di Aceh untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran lalu lintas,
tilang elektronik adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan kinerja
CCTV (Closed-circuit Television). CCTV sebagai kamera pengawaas yang
membantu polisi untuk mengawasi kendaraan pada tempat yang lewat di setiap
jalan. Pelanggaran lalu lintas pastinya tidak dapat terelakkan. Seperti melanggar

rambu-rambu lalu lintas, merlewati marka jalan, menerobos lampu lalu lintas,

3https://retizen.republika.co.id/posts/24469/polresta-banda-aceh-catat-jumlah-laka-lantas-
sepanjang-2021-turun-480-persen. Di akses pada tanggal 11 Maret 2022.

4 https://acehsatu.com/cctv-di-lampu-lalu-lintas-rekam-45-721-pelanggaran/. Di akses pada
tanggal 29 November 2022.
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tidak membawa kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK dan lain-lain,
bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan itu sendiri.
Pelanggaran-pelanggaran ini pun terjadi pada jam-jam sibuk seperti pagi hari
ketika akan berangkat sekolah, kuliah, dan bekerja. CCTV sebagai kamera
pengawas yang membantu polisi untuk mengawasi kendaraan pada tempat yang
lewat di setiap jalan. CCTV membantu merekam plat nomor kendaraan yang
melintas dijalan dan polisi dengan bisa langsung mengirim surat tilang kepada
pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran. E-tilang memiliki kelebihan
pelayanan yang lebih cepat daripada konvensional. Responsivitas pihak
berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive
terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas dan keadilan dimana setiap
pelanggar yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa
pandang bulu. Tilang manual kembali diterapkan karena penerapan tilang
elektronik masih terbatas dalam hal pemasangan kamera cctvnya. Tilang
elektronik juga tidak bisa menjangkau para pelanggar semua, para pelanggar
juga masih bisa mengakali seperti penutupan nomor polisi, ini salah satu
kekurangan tilang elektronik. Pada dasarnya tidak semua titik pada lampu
merah adanya pemasangan kamera cctv dan juga tidak semua kabupaten/kota
yang adanya penerapan tilang elektronik, karena ini masih di khususkan untuk
ibu kota Provinsi Aceh saja. Dalam hal penganggaran juga masih terbatas
karena untuk penerapan tilang elektronik di seluruh kabupaten/kota yang ada di

Provinsi Aceh itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu



diberlakukannya kembali tilang manual untuk meminimalisir pelanggaran lalu
lintas di Kota Banda Aceh karena tilang elektronik tidak bisa menjangkau
semua para pelanggar dan masih terbatasnya pemasangan tilang elektronik di
seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Sejauh ini penerapan e-
tilang baru dilakukan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Pada kenyataannya pelanggaran masih banyak dilakukan oleh
masyarakat, ini disebabkan oleh kelalaian masyarakat itu sendiri. Banyaknya
masyarakat yang masih terlihat apatis dalam mematuhi rambu lalu lintas.ini
dapat menyebabkan kecelakaan yang bisa membahayakan keselamatan
pengendara lain yang ada di jalan raya. Masih terbatasnya pemasangan kamera
cctv pada traffic light yang ada di jalan ini disebabkan oleh kurangnya anggaran
pada penerapan tilang elektronik.

Pada penerapan tilang elektronik ini diharapkan untuk kedepannya
kepada Polda Aceh khususnya Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh
yang melaksanakan penerapan tilang elektronik ini melakukan sosialisasi yang
lebih akfif lagi tentang tilang elektronik ini dan juga memaksimalkan
pemasangan kamera cctv pada traffic light yang ada di seluruh Aceh agar
meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi jalan raya. Untuk
masyarakat juga harus bekerja sama dalam mematuhi rambu lalu lintas agar
tidak adanya pelanggaran yang dapat membahayakan nyawa para pengendara

yang melintas.



Dengan adanya latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul”
Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik di Direktorat Lalu Lintas
(Dttlantas) Polda Aceh ™.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada
penelitian ini berkenaan denagan implementasi kebijakan sistem tilang
elektronik di Ditlantas Polda Aceh sebagai berikut:

1.  Masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan rambu lalu lintas
2. Kurangnya sosialisasi tentang e-tilang kepada masyarakat
3. Kebanyakan masyarakat belum sadar akan pentingnya mematuhi
rambu lalu lintas.
1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapatlah dikemukakan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan sistem tilang elektronik di

Ditlantas Polda Aceh?

2. Bagaimana hambatan pelaksanaan tilang elektronik di Kota Banda

Aceh?



1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem tilang
elektronik di Ditlantas Polda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan pelaksanaan tilang elektronik
di Kota Banda Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis
Diharapkan dari hasil penelitian ini berguna sebagai rekomendasi dan
bahan masukan bagi Ditlantas Polda Aceh untuk Implementasi Kebijakan
Sistem Tilang Elektronik di Kota Banda Aceh dan umumnya bagi seluruh
masyarakat yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh.
2. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberika sumbangan pemikiran serta
memperkaya wawasan tentang konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan
yang sesuai dan relevan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi
rujukan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.
Hasil penelitian ini juga diharapkan akan berguna bagi dunia akademis

baik bisa menjadi bahan ajar dosen maupun menjadi rujukan dan referensi



bagi para mahasiswa terkait Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik Di
Ditlantas Polda Aceh, dengan demikian penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai
contoh yang relevan dan pembahasan Impelemensasi Kebijakan Sistem Tilang

Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) PoldaAceh.

1.6. Penjelasan Istilah
Adapun_dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah dalam penelitian, berikut
penjelasannya:

1. Implementasi Kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya
pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input
untuk menghasilkan output atau outcome.®

2. Sistem Menurut Sutabri sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari
suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, salin berinteraksi,
saling tergantung satu sama lain dan terpadu.®

3. Tilang Elektronik atau e-tilang merupakan upaya pemerintah dalam

menegakkan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi.”

5 http://e-journal.uajy.ac.id/17621/3/TS157302.pdf, diakses pada tanggal 08 November 2022,
pukul 16.27 WIB.

6 http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/, diakses pada tanggal 08
November 2022, pukul 16.31 WIB.

"https://www.tunastoyota.com/post/cara-kerja-tilang-elektronik-e-
tilang#:~:text=Tilang%20elektronik%20atau%20e%2Dtilang,angka%20pelanggaran%20peraturan%20
lalu%20lintas, diakses pada tanggal 08 November 2022, pukul 16.44 WIB.
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https://www.tunastoyota.com/post/cara-kerja-tilang-elektronik-e-tilang#:~:text=Tilang%20elektronik%20atau%20e%2Dtilang,angka%20pelanggaran%20peraturan%20lalu%20lintas
https://www.tunastoyota.com/post/cara-kerja-tilang-elektronik-e-tilang#:~:text=Tilang%20elektronik%20atau%20e%2Dtilang,angka%20pelanggaran%20peraturan%20lalu%20lintas
https://www.tunastoyota.com/post/cara-kerja-tilang-elektronik-e-tilang#:~:text=Tilang%20elektronik%20atau%20e%2Dtilang,angka%20pelanggaran%20peraturan%20lalu%20lintas

BAB 11
PEMBAHASAN
2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
judul penelitian “Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh” sebagai berikut:

Beberapa penelitian yang pernah mengkaji hal serupa seperti yang
pernah dilakukan oleh Prima pada tahun 2018 vyakni terkait Analisis
Implementasi Penerapan Tilang Online atau E-Tilang di Kota Pekanbaru.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat efektiftifitas dalam analisis
implementasi penerapan tilang online atau e-tilang di Kota Pekanbaru, bagi
pelanggar lalu lintas berdasarkan pada pelaksanaan implementasi penerapan
tilang online atau e-tilang sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif didapatkan hasil
dari segi aspek komunikasi selama diterapkannya program E-tilang di kota
Pekanbaru telah terlaksana dengan baik, dari segi aspek sumber daya
pendukung dalam penerapan kebijakan E-Tilang di kota Pekanbaru dapat
dibilang telah memadai dengan bukti dilapangan tersedianya pos-pos yang

ada dengan tersedianya sarana dan prasarana yang siap mendukung operasi
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atau kegiatan yang berlangsung dilapangan, dari aspek sikap aparat, instansi-
instansi terkait maupun masyarakat sendiri sangat direspown baik, hal ini
dapat memdahkan peran semua pihak dalam setiap proses penerapan E-
Tilang, dan yang terakhir adalah dari aspek birokrasi sendiri program E-
Tilang dapat dibilang baik, karena hal ini sesuai dengan tujuan dari kebijakan
birokrasi yang transparansi dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan E-
Tilang adalah solusi meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan yang
dapat terjadi.®

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Andrianita ditahun yang
sama dengan judul Implementasi Elektronik Tilang Melalui Media CCTV
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris.
Menghasilkan dua kesimpulan, pertama adalah elektronik tilang melalui
media CCTV yang merupakan hasil penerapan dari Pasal 272 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kedua, proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggar lalu lintas dengan
sistem  elektronik tilang melalui media CCTV melibatkan Dinas

Perhubungan, Kepolisian, dan Pengadilan dalam penegakannya.®

8 Eka Prima, Skripsi: “Implementasi Penerapan Tilang Online atau E-Tilang di Kota
Pekanbaru” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

®Thalia Dewi Adrianita, Niken Subekti Budi Utami: “Implementasi Elektronik Tilang Melalui
Media CCTV Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan”. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/161312.
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Penelitian lainnya yang juga berhubungan dengan E-Tilang dilakukan
oleh Manso, dkk pada tahun 2022 yang berjudul Implementasi Program
Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda
Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan
program tiket elektronik di Direktorat Lalu Lintas belum berjalan optimal. Ini
adalah terkait kendala dilihat dari aspek idealized policy (kebijakan ideal),
target group, dan faktor lingkungan.*©

Penelitian ini merupakan tugas akhir/skirpsi Program Studi llmu
Administrasi Negara Fakultass Ilmu Sosial dan Illmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berfokus pada
Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas
(Ditlantas) Polda Aceh. Penelitian terdahulu yang peneliti kutip di atas
menjadi acuan dan referensi peneliti dalam mengembangkan penelitian ini.
Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini membahas
mengenai Implementasi Kebijakan Program Tilang Elektronik (E-Tilang).
Dalam penelitian ini peneliti akan membahas Implementasi Kebijakan Sistem

Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh, mulai dari

0K ristin Manso, dkk: “Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat
Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara”.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/40319/36104.
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melakukan observasi langsung ke lapangan hingga melakukan wawancara
dengan informan yang telah peneliti tetapkan untuk mendapatkan informasi
yang peneliti butuhkan mengenai implementasi tersebut. Adapun persamaan
penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu di atas yaitu terletak pada
objek yang sama. Baik penelitian terdahulu maupun yang sedang peneliti
lakukan sama-sama menetapkan implementasi kebijakan tilang elektronik
sebagai fokus penelitiannya. Sedangkan yang membedakan penelitian
terdahulu dengan penelitian yang sekarang peneliti lakukan yaitu terletak
pada lokasi penelitian yang berbeda, sehingga akan mendapatkan hasil yang
berbeda pula karena kondisi lapangan di setiap penelitian ini berbeda dan
kendala yang dihadapi juga berbeda.
2.2. Tinjauan Pustaka
2.2.1. Teori Implementasi Kebijakan

Impelementasi  kebijakan menurut Hasel Nogi S. Tangakilisan,
implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari
kebijakan yang respon berupa aksi/tindakan para pelaku pembangunan secara
konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan
oleh kebijakan itu sendiri. Menurut Rian Nugroho, implementasi kebijakan
pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan
langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, atau

melalui formulasi kebijakan publik perjelas atau sering diistilahkan dengan
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peraturan pelaksana. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan
Sulistyastuti mereka memaknai implementasi dengan beberapa kata kunci
yaitu: untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-
janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk
menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to
produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan
kebijakan (to commplete).!*

Jadi dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian
implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari
kebijakan yang respon dan interaksi diantara penyusunan-penyusunan
program yang akan diterapkan oleh suatu instansi negara dengan
menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan
dijalankan.

Menurut George C Edwards Il dalam Budi Winnamo mengungkpakan
ada 4 indikator dalam mengimplementasikan satu kebijakan publik yaitu:

a. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan
mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus
dilakukan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga

akan mengurangi distorsi implementasi. Menurut Edward 111 (Leo

11 https://repository.uin-suska.ac.id/4759/3/BAB%2011%282%29.pdf, diakses pada tanggal 05
Desember 2022.
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Agustino) terdapat indikator yang dapat dalam mengukur
keberhasilan varibel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali
yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya
salah pengertian (miskomunikasi) hal ini disebabkan karena
komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi
sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
Keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan
kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau
melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu
sendiri.

2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelakasana
kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan
suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan
dijalankan) ini karena jika perintah yang diberikan sering
berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagai
pelaksana dilapangan.

b. Sumber Daya
Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya
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untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan
baik. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia,
yaitu kopetensi implementor dan sumber daya finasial. Sumber
daya adalah faktor yang terpenting untuk implementasi kebijakan
agar efektif. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal
kertas diatas dokumen saja. sumber-sumber yang terpenting
meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik
untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas-
fasilitas yang diperlukan untuk menerjamahkan usul-usul diatas
kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Menurut

Edward I (Leo Agustino), dalam mengimplemenatasika

kebijakan, indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa

elemen, yaitu:

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan
adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan
yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah
satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi,
memadai, ataupun tidak kompeten  dibidangnya.
Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak
mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan
keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan

kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau
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melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu
sendiri.

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi
mempunyai dua bentuk vyaitu: (i) informasi yang
berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka
lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan
tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari
pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang
telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah
orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan
tersebut patuh terhadap hukum.

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat
formal agar perintan dapat dilaksanakan. Kewenangan
merupakan - otoritas atau legitimasi bagi para pelakasana
dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara
politik.

Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor seperti komitemen, kejujuran, dan sifat demokrasi,
apabila impelemntor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan
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oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif. Faktor-faktor
yang menjadi perhatian Edward Il dalam Agustinus mengenai
disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1.  Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap pelaksana akan
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap
implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak
melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-
pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan
pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-
orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah
ditepakan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga
masyarakat.

2. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan
memanipulasi insentif.

d. Struktur birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Salah satu aspek dari struktur penting dari

setiap organisasi oleh adanya prosedur operasi standar (standar
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operating procedure) yang menjadi pedoman bagi setiap
implementor yang bertindak.’> Menurut Edward 11l (Leo
Agustino) ada dua karakteristik kinerja struktur birokrasi atau
organisasi kearah yang lebih baik yaitu:

1. Membuat standar operating procedure (SOP) yang lebihh
fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas
terencana rutin yang kemungkinan para pegawai (atau
pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau
birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada
setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
(atau standar minimum karena dibutuhkan warga).

2. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya unuk menyebar
tanggung jawab berbagai aktivitas, kegitan atau program
pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya
masing-masing, dengan terfragmentasinnya struktur
birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena

dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.*®

12 Eka Prima,Skripsi: ”Analisis Implmentasi Penerapan Penerapan Tilang Online atau E-Tilang
di Kota Pekanbaru”. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Ssyarif Kasim Riau, 2018).

13 Nursalim, “Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit
Pelaksana Teknis Pasar Citakomas Dinas Perindustrian dan Perdaganga Kabupaten Tasikmalaya Tahun
Anggaran 2017. Diakses pada tanggal 09 November 2022.
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2.2.2. Teori Hambatan

Hambatan menurut Depdikbud merupakan halangan atau rintangan.
Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan
suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan
terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaaan
tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan
pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia
selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri
manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu
hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegitan sering kali
ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu
hambatan dalam pelaksanaan = program maupun dalam hal
pengembangannnya.

Pengertian hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan mememiliki arti
yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau

pekerjaaan.t®

14 Martini, Skripsi: “Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Ekstrakulikuler
Bulutangkis Siswa SD N Wonosari 1 Turi Sleman”. Diakses pada tanggal 05 Desember 2022.

Shttps://mastahuku.netlify.app/pendidikan/pengertian-hambatan-dan-faktor-penghambat-
yang-mempengaruhi-belajar/, diakses pada tanggal 05 Desember 2022.
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Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian
hambatan vyaitu suatu keadaan dimana yang dapat menghalangi
terlaksananya suatu kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.

Slameto menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengarui belajar
banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja,
yaitu:

a. Faktor internal (faktor yang bersumber dari dalam diri), seperti
kesehatan, intelegensi, bakat, minat, perhatian, motivasi
kematangna serta kesiapan.

b. Faktor eksternal (faktor yang bersumber dari luar diri), seperti

keluarga, sekolah dan masyarakat.x.®

16 Sherly Septia Suyedi, Yenni Idrus, “Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil
Belajar Mahasiswa Dalam Pemebelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan IKK FPP UNP”. Diakses
pada tanggal 05 Desember 2022.



Tabel 2.1
Kerangka Berpikir

Implementasi Kebijakan Sistem Tilang
Elektronik di Ditlantas Polda Aceh Kota Banda
Aceh

|
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi sistem tilang elektronik di
Ditlantas Polda Aceh?

Bagaimana hambatan pelaksanaan tilang elektronik di Kota
Banda Aceh?

Implementasi Kebijakan Hambatan
1. Komunikasi 1. Internal
2. Sumber daya 2. Eksteral
3. Disposisi Slamety
4.  Struktur birokrasi

George C Edward Il
dalam Budi Winnamo

1.
2.
3.

Komunikasi

Transmisi
Kejelasan
Konsisten

Sumber Daya Disposisi
1.
1. Staf 1. Pengangkatan
2. Informasi briokrasi
3. Wewenang 2. Instensif
2.

Struktur Birokrasi
Membuat standaar

operating
procedures (SOP)
yang lebih
fleksibel.

Melaksanaka
fragmentasi




BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif, deskriptif yaitu suatu rumusan
masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi
sosial yang akan diteliti secara meyuluruh, luas, dan mendalam.}’ Penelitian
kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama
berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu
timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi.
Peneliti menekankan catatan yang deskripsi kalimat yang rinci, lengkap,
mendalam menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian
data.®

Menurut Cresswel penelitian kualitatif yaitu sebagai salah satu pendekatn atau
penelusuran untuk mengeskplorasi dan memahami suatu gejala sentral.*°

Dari berbagai pemahaman metode penelitian kualitatif yang dapat disimpulkan

yaittu semuanya berupaya untuk mengeskplorasi atau memotret keadaan sosial

http://repository.iainpare.ac.id/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf, diakses pada tanggal
09 November 2022 pukul 17.18 WIB.

18 Dr. Farida Nugrhani, M.Hum., Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan
Bahasa. Hal 96 .

¥Raco, Corny R. Semiawan, “Metodelogi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan
Keunggulannya”. Hal 7.

22
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secara menyeluruh. Metode penelitian ini juga bertujuan sebagai pedoman peneliti
untuk mempermudah mengenali keadaan sosial dalam kehidupan masyarakat.
3.2. Fokus Penelitian
Dalam setiap penelitian yang akan diteliti fokus penelitian guna mempermudah
peneliti dengan adanya pemusatan objek yang akan diteliti dilapangan, sehingga
peneliti tidak menyimpang,keblak-blakan atau kehilangan arah dari permasalahan
penelitian ini untuk memperoleh hasil akhir penelitian. Jadi observasi, wawancara
serta analisa penelitian akan lebih terarah pada objek penelitian dengan adanya
fokus penelitian tersebut.
Fokus penelitian adalah garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga

observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah.?

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Implementasi Kebijakan
No Sumber
Dimensi Indikator
a. Komunikasi George C Edwards 111
L | Implementasi b. Sumber Daya | dalam Budi Winnamo
kebijakan c. Disposisi
d. Struktur
Birokrasi

2Ohttps://repository.unsri.ac.id/14707/3/RAMA 63201 07001181320064 0012057802 03.pd
f, BAB Ill METODE PENELITIAN TERDAHULU.
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Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator Hambatan
No Sumber
Dimensi Indikator

a. Faktor Internal | Slameto
1. Hambatan b. Faktor
Eksternal

3.3. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi
penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif,
karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah
ditetapkan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian. Lokasi ini bisa
diwilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.?*
Adapun lokasi yang menjadi objek dari penelitian yaitu:

1. Alasan peneliti menetapkan Ditlantas Polda Aceh sebagai lokasi
penelitian yaitu sejalan dengan tugas dan kewajiban Ditlantas Polda Aceh
sebagai salah satu penggerak pelaksanaan yang dilimpahkan oleh Polda
Aceh yang bertugas untuk menerapkan tilang elektronik di Kota Banda
Aceh. Ditlantas Polda Aceh bertugas untuk menerapkan program tilang

elektronik di Kota Banda Aceh, menetapkan indikator sebagai pedoman

2 http:/letheses.uin-malang.ac.id/711/7/09510127%20Bab%203.pdf, BAB Il METODE
PENELITIAN 3.1 PENELITIAN TERDAHULU.
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dan laporan Kkinerja pencapaian pelaksanaan tilang elektronik dan
disampaikan kepada Polda Aceh.
3.4. Jenis dan Sumber Data
3.4.1. Jenis Data
Pada penelitian-ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif,
yaitu penelitian yang berfokus pada pengamatan yang mendalam.
3.4.2. Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, sumber data
primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer yaitu jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh
secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik
individu maupun kelompok. Disebabkan peneliti mengambil jenis
penelitian kualitatif, maka sumber data primer yang peneliti gunakan
adalah wawancara dan teknik pengumpulan data.

b. Data sekunder yaitu sumber data suatu penelitian yang diperoleh secara
tidak langsung melalui media perantas (diperoleh atau dicatat oleh pihak
lain).?% Pada penelitian ini peneliti menjadikan kajian pustaka berupa

jurnal, buku, berita, dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

Z2Argita  endaswara, Sumber dan Jenis Data. http:/repository.unika.ac.id/13303/
4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20111.pdf
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3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang-orang yang akan memberikan
seputar informasi yang berkaitan dengan penelitian dan membantu peneliti
untuk memperoleh hasil dari penelitian. Informan dalam penelitian ini
menggunakan purposive sampling, yaitu metodelogi pengambilan sampel

secara acak dimana kelompok sampel di targetkan memiliki atribut-atribut

tertentu.

Tabel 3.3
Informan Penelitian

Informan

Alasan

Jumlah

Subdit Gakkum

Mayarakat yang mengendarali
sepeda motor

Masyarakat yang mengendarai
mobil

Dikarenakan
mereka bertugas
memantau arus
lalu lintas melalui
kamera cctv

Dikarenakan
mereka yang
mengetahui
bagaimana
berjalan dengan
tilang elektronik
baik atau tidak

Dikarenakan
meraka yang
mengetahui
bagaimana tilang
elektronik
berjalana dengan
baik atau tidak

1

Jumlah
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3.6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai
berikut:
3.6.1. Wawancara
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif
lebih menekankan pada teknik wawancara. Wawancara (interview) dilakukan
untuk mendapaatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui obsevasi
atau kuesioner. Di dalam wawancara pertanyaan sangat penting untuk
menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala,
peristiwvam fakta ataau realita. Dalam hal ini hanya dapat diperolah dengan
indepth interview. Dengan wawancara mendalam peneliti akan menangkap arti
yang diberikan partisipan pada pengealamannya.?® Dalam penelitian kualitatif
dikenal berbagai model wawancara (Patton, dalam Basrowi dan Suwandi).
1. Wawancara Mendalam
Pertanyaaan dalam wawancara mendalam (Indepth interwiewing) pada
umumnya disampaikan secara = spontanitas. Hubungan antara
pewawancara dan yang diwawancarai adalah hubungan yang dibagnun
dalam suasana ‘biasa’, sehingga pembicaraan langsung sebagaimana
percakapan sehari-hari, yang tidak formal. Menurut Yin, wawacara

mendalam ini merupakan teknik pengumpulan data yang esensial dalam

23 J.R. Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya),
(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), Hal. 117.
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studi kasus. Wawancara mendalam merupakan yang dilakukan dengan
lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, dan tidak dalam suasana
formal. Wawancara ini dilakukan berulang pada informan yang sama,
dengan pertanyaan berbentuk open ended, yaitu pertanyaan tentang
fakta dari peristiwa atau aktivitas, dan opini.

Wawancara dengan Petunjuk Umum

Wawancara jenis ini. Mengaharuskan pewawancara menyususn
kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk
wawancara. Pembicaraan atau topik dan pertanyaann yang telah
disusun, meskipun urutan pertanyaan dapat bersifat fleksibel,
disesuaikan dengan alur pembicaraan yang berlangsung dan kondisi
informan yang diwawancarai.

Petunjuk umum berfungsi untuk menjaga agar pokok pembicaraan yang
direncanakan dapat tercakup secara keseluruhan, dan pembicaraan tidak
keluar dari topik dan kerangka besar yang direncanakan.

Wawacara buku terbuka

Wawancara terbuka merupakan waawancara seperangkat pertanyaan
baku, yaitu pertanyaan dengan kata-kata, urutan, dan cara penyajian
yang sama untuk semua informan yang diwawancarai. WWawancara jenis
ini perlu digunakan jika dipandang variasi pertanyaan akan menyulitkan
peneliti karena jumlah informan yang perlu diwawancarai cukup

banyak.
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Wawancara Terstruktur
Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri
masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wawancara jenis ini
bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Oleh sebab itu pertanyaan
disusun secara ketat. Keuntungan wawanccara terstruktur ini adalah
tidak dilakukannya pendalaman pertanyaan yang memungkinkan
adalah dusta bagi informan yang diwawancarai.
Wawancara Tidak Terstruktur
Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bertujuan
untuk menemukan informasi ukan baku atau bukan informasi tunggal.
Hasil wawancara tidak terstruktur menekankan pada perkecualian,
penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran tunggal.
Perbedaan wawancara ini dengan terstruktur adalah dalam hal waktu
bertanya dan memberikan respon yang lebih bebas. Selain itu,
informan/narasumbernya terbatas hanya yang dipilih saja,yaitu yang
dipandang memiliki pengetahuan daan mendalami situasi serta
memiliki informasi yang diperlukan.
Ada bebeberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun

pedoman wawancara, antara lain sebagai berikut:

a. Pembatasan jumlah pertanyaan pada setiap sesi wawancara. Jika

pertanyaan terlalu banyak, informan akan malas menyampaikan
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jawabannya. Pertanyaaan dapat disampaikan lebih kuang
sepuluh sampai dengan lima belas butir saja.

b. Melihat kembali tujuan penelitian, unutk memastikan bahwa
semua pertanyaan sudah disampaikan.

c. Mengusahakan agar setiap pertanyaan memperoleh jawaban
yang berupa opini maupun fakta dari informan, agaar informasi
yang dikumpulkan variatif.

d. Mengusahakan agar data yang diperoleh dapat dicatat dan
direkam melalui tape recorder, video, kamera, buku catatan dan
sebagainya,

e. Menyampaikan pertanyaan yang jawabannya menunjukkan
sikap infroman terhadap masalah.

f. Menyampaikan pertanyaan dengan jelas, tidak canggung, dan
penuh percaya diri.

g. Menyampaikan pertanyaan dengan singkat, tidak terlalu lama
(lebih kurang antara 20-60 menit saja).

h. Tidak memotong jawaban informan, kecuali meluruskan jika
jawaban keluar dari topik atau tidak sejalan dengan pertanyaan
yang disampaikan.?*

3.6.2. Observasi

24 Farida Hanum, Metode Penellitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Hal 113
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Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi
berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi
dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan,
keseluruhan interaksi antar manusia. %

1. Tahapan Observasi

Observasi dakam penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai

tahapan, sebagai berikut:

a. Pengamatan deskriptif, merupakan pengamatan yang
dilaksanakan pada tahap eksplorasi secara umum. Pada tahap ini
peneliti melakukan pengamatan terhadap sebanyak mungkin
elemen situasi sosial yang diamti untuk mendapatkan gambaran
umum.

b. Penagamtan terfokus, ~peneliti melakukan pengamatan
deskriptif, yaitu pengamatan terhadap detail dari rincian domain
yang menjadi fokus penelitian.

c. Pengamatan terseleksi, peneliti terfokus pada data yang
diperlukan sesuai masalah penelitian dan mengelompokkan
untuk persiapan analisisnya.

3.6.3. Dokumentasi

% J.R. Raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya),
(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), Hal. 117.
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Menurut Guba dan Lincoln, yang dimaksud dengan dokumen dalam
penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat
digunakan sebagai bukti penelitian. Penggunan dokumen sebagai sumber data
dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung dan menambah bukti.
Termasuk dalam jenis dokumen antara lain adalah:

a. Dokumen pribadi, mislanya buku harian, surat-surat, foto, film,
rekaman video, dan sebagainya.

b. Dokumen resmi, misalnya laporan rapat, ususlan peraturan kebijakan,
buletin, surat keputusan atau arsip apa saja yang merupakan catatan
penting dari kantor-kantor, dan berbagai instansi lainnya.?

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari
pola atau tema, dengan maksud untuk mengetahui maknanya. Menyusun data
berarti menggolongkannya menadi sebuah tema, pola atau kategori sesuai
dengan yang maksud. Tanpa ada susunan data tersebut akan terjadai masalah
pada penelitian, tesis, artikel ataupun yang sederajat yang akan dibahas.

Dalam analisis data kualitatif secara umum terdapat 3 (tiga) langkah
pengerjaan, antara lain:

3.7.1. Reduksi data

26 Farida Hanum, Metode Penellitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Hal 113
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Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan atau tidanya
antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai
bbahan mentah diringkas, disusun secara sistematis serta memilah
pokok-pokok penting dari tujuan penelitian tersebut.

3.7.2. Display data

Display data digunakan untuk melihat gambaran tertentu dari
sebuah tujuan ataupun bagian-bagian kecil dari tujuan tersebut. Dalam
tahap ini peneliti berusaha mengaklasifikasikan dan menyajikan data
sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan
gagasan/pengkodean  dari ~ setiap  subpokok  permasalahan.
Gagasan/pengkodean dapat ditentukan/disusun lebih dahulu secara
sistematis dalam sejumlah kategori, subkategori dan sub-sub kategori
serta dapat dikembangakan sesuai data yang didapat di lapangan.

3.7.3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang
dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan dan perbedaan.
Penerikan kesimpulan dilakukan degan membandingkan kesesuaian
pernyataan dari subjek engan makna yang terkandung dengan konsep-
konsep dalam penelitian tersebut. Verifikasi dimaksudkan agar
peneilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung
dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan

objektif.
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3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
3.8.1. Derajat Kepercayaan (Crediability)

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian
kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan dengan pengamatan,
peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman
sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

3.8.2. Keteralihan (Transferability)

Transferability pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan,
hingga dimana penelitian, dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.
Tansferability tergantung pada pemakai, manakala hasil penelitian tersebut
dapat digunakan digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena
itu, peneliti harus membuat laporannya dengan uraian yang rinci, jelas,
sistematik, sehingga dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas
dan memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian tersebut diaplikasikan
ditempat lain.

3.8.3. Kebergantungan (Dependability)

Uji dependability dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses
penelitian. Sering terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian
yang sebenarnya tetapi peneliti tersebut dapat memberikan data. Oleh karena
itu harus dilakukan uji dependability. Pengujian dependability biasanya
dilakukan oleh tim auditor independen, atau pembimbing untuk mengaudit

keseluruan aktiviitas peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jika peneliti tidak



35

mempunyai atau tidak mampu menunjukkan aktivitasnya dilapangan maka
dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus ampu
membuktikan seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari menentukan
fokus/masalah, memasuki lapangan, mengmpulkan data, menganlisis data,

sampai membuat suatu kesimpulan benar-benar dilakukan.?’

2’Rina Oktaviaini, Elma Sutriani, “Analisis Dan Pengencekan Keabsahan Data”
https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Deskripsi tentang Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah

(Polda Aceh)

Gambar 4.1 Kantor Ditlantas Polda Aceh
Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh

Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi
Pendididkan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum,
pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta
kendaaraan bermotor, melaksanakan patrol jalan raya antar wilayah, serta
menjamin Kamseltibcarlantar. Berikut susunan organisasi Direktorat Lalu

Lintas (Ditlantas) Polda Aceh:

36
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Aceh
Sumber: Ditlantas Polda Aceh

b. Dalam melaksanakan tugas sebagai pada ayat (2), Ditlantas

menyelenggarakan fungsi:

1.

2.

Pembinaan lalu lintas kepolisian

Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sectoral,
Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
Pelaksanaan oprasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka
penengakan hukum dan ketertiban lalu lintas.

Pembinaan administrasi registrasi dam identifikasi kendaraan bermotor
serta pengemudi.

Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta
penangnan kecelakaan lalu lintas dalam rankga penegakan hukum lalu
lintas, serrta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.

Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
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7. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan
dokumentasi program kegiatan Ditlantas.
c. Ditlantas terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
Subbagrenmin dlam pasal 179 dalam huruf a bertugas menyusuan
perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpas,, personel,
dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan
urusan dalam dilingkungan Diltantas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusuunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara
lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebuutuhan sarana
prasarana, personel dan anggaran.

b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel

c. Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN.

d. Pelayanan ' fungsi = keuangan yang meliputi pembiayaan,
pengendalian, pembukaan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI
serta pertanggungjawaban keuangan.

e. Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam.

f. Penyusunan LRA dan pembukaan laporan akuntabillitas kinerja
Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian

kinerja, program, dan anggaran.
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2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)

Bagbinopsnal sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 huruf b
bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan
pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan teknologi
informasi, dan dokumentasi lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang lalu lintas.
b. Pelaksanaan Anev, serta pengumpulan dan penglohan data, sera
penyajian informasi dokumentasi bidang lalu lintas.

c. Pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagbinopsnal dibantu oleh:

a. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang
bertugas menyelenggarakan pembinaan operasi dan pelatihan fungsi
lalu lintas.

b. Subbagian Analisa dan evaluasi (Subbaganev), yang bertugas
menyelenggarakan ~ Anev  pelaksanaan  operasional, serta
pengumpulan dan pengolhan data, serta penyajian informasi dan

dokumentai bidang lalu lintas.
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3. Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditdikyasa)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c¢ bertugas

membinan dan melaksanakan kerja sama lintas sektoraal, Dikmaslantas,

dan rekayasa dibidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subditdikyasa menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

Pembinaan Dikmaslantas
Pembinaan kerja sama lintas sectoral di bidang pembinaan
prasarana dan jalan.

Pembinaan rekayasa di bidang sarana angkutan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subditdikyasa dibantu oleh:

a. Seksi Pendidikan Masyarakat (Sidikmas), yang bertugas

melaksanakan kerja sama dan pembinaan Dikmaslantas.

. Seksi Prasarana Jalan (Siprasja), yang bertugas melaksanakan

koordinasi lintas sectoral dalam rangka pembinaan prasarana
jalan.

Seksi  Sarana  Angukutan (Sisarang), Yyang bertugas
melaksanakan koordinasi lintas sectoral dalam rangka

pembbinaan dan rekayasa sarana angkutan.
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4. Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum)

Subditbingakkum sebagaimana dalam Pasal 179 huruf d bertugas

membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib,

penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali Lalu Lintas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subditbingakkum menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

b. Pembinaan pelaksanaan penegakan ukum di bidang lalu lintas

c. Pembinaan tata tertiblalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subditbingakkum dibantu oleh:

a. Seksi  Kecelakaan Lalu = Lintas (Silaka),yang bertugas
menyelenggarakan pembinaan dan penanganan keadaan lalu lintas.

b. Seksi Pelanggaran Lalu Lintas (Sigar), yang bertugas
menyekenggarkan pembinaan dan penanganan pelanggaran lalu
lintas.

c. Seksi Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (siturjawali),
yang bertugas membantu membinan dan menyelenggarakan tata

tertib lalu lintas dan angkutan jalan.
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5. Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident)
Subditregident sebagaimana daimaksud dalam passal 179 huruf e
bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan Regident
kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB).
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subditregident menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan pelaksanaan Regident SIM
b. Pembinaan pelaksanaan Regident STNK

c. Pembinaan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor dan BPKB

Dalam melaksanakann tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subditregident dibantu oleh:

a. Seksi Surat Ijin Mengemudi (Si SIM), yang bertugas membina dan
menyelenggarakan Regidenti SIM.

b. Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Si SIM), yang
bertugas membina dan menyelenggarakan Regident STTNK.

c. Seksi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (Si BPKB), yang
bertugas membina dan menyelenggarakan Regident kendaraan

bermotor dan BPKB
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6. Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel)
Subditkkamsel sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 huruf f

bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di

bidang lalu lintas, serta melaksanakan audit dan stadardisasi bidang lalu

lintas.
Dalam emlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subditkamsel menyelenggarakan fungsi:

a. Penganalisisan dampak lalu lintas pada rencana pembangunan pusat
kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang berpotensi
menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan.

b. Pelaksanaan kerja sama lintas sectoral dalam rangka transformasi
(perubahan bentuk) untuk memetakan permasalahan wialayah
berkaitan dengan lalu lintas.

c. Pelaksanaan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk

kendali mutu dan kualitas kinerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Subditkamsel dibantu oleh:

a. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Siamdal), yang
bertugas melaksanakan analaisa dampak lalu lintas pada rencana

pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan Infrastruktur yang
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berpotensi menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas ddan

angkutan jalan.

b. Seksi Kerja Sama (Sikerma), yang bertugas menyelenggarakan
kerja sama lintas sectoral dalam rangka transformasi (perubahan
bentuk) untuk memetakan permasalahan wilayah berkatian dengan
lalu lintas.

c. Seksi Standardisasi (Sistandardisasi), yang bertugas membantu
menyelenggarakan audit dan pengkajian operasional lalu lintas
untuk pengendalian mutu dan kualitas kinerja.

7. Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR)

Sat PJR sebagaimana dimakdus dalam pasal 197 huruf g bertugas
menyelenggarakan patrol jalan raya dan TPTKP, termasuk kecelakaan
lalu lintas serta Tindakan pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sat PJR menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan Teknik pelaksanaan patrol jalan raya antar wilayah

b. Penindakan dan pertolongan pertama pada TPTKP lalu lintas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sat PJR dibantu oleh sejumlah Unit yang bertugas mengendalikan
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dan melaksanakan patrol jalan raya antar wilayah termasuk penindakan,
pemberian pertolongan dan penanganan TPTPK lalu lintas.?®
4.2. Hasil Pengumpulan Data
1. Komunikasi

a. Transimisi

Penyaluran komunikasi yang disampaikan dengan baik dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik. Pada dasarnya penyaluran
komunikasi ini sering terjadi kesalahpahaman dalam mengimplementasikan
kebijakan atau peraturan yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Transmisi ini bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat.

Menurut aceh.anataranews.com Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad
Haydar memerintahkan jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh
menggencarkan sosisalisasi electronic traffic law enformcement (ETLE).
Kapolda mengatakatan Etle ini masih banyak kekurangannya karena masih
dalam tahapan percobaaan di Kota Banda Aceh dan kendaraan tidak
dilengkapi nomor polisi atau nomor polisinya palsu.

Menurut Ahmad Haydar “ETLE ini merupakan hal baru dimasyarakat.

Oleh karena itu masyarakat harus memahami mekansme tilang elektronik di
antaaranya penerbitan suarat dan pembayaran uang tilang”.

28 peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Diakses pada Tanggal 06 Juli 2023.
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Selanjutnya Kapolda menyatakan “terkait mekanisme penerbitan surat
dan pembayaran tilang, ini harus gencar disosialisasikan agar masyarakat
paham. Begitu juga dilokasi rawan pelanggaran, harus imbauan dan
Pendidikan tentang tertib lalu lintas”

Jadi menurut Kapolda Aceh bahwa dalam hal ini kesadaran masyarakat
dalam hal pembayaran tilang ETLE masih sangat rendah. Maka dari itu perlu
adanya sosialisasi yang harus dilakukan oleh pihak Ditlantas Polda Aceh
kepada masyarakat baik itu melalui social media, tempat pelayanan dan lain

sebagainya.?®

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff
Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, menyatakan sebagai berikut:
“Penyaluran komunikasi pada implementasi Etle sudah tersampainkan dengan
baik kepada masyarakat ataupun pengguna jalan baik kendaraan roda dua

maupun roda empat. Penyaluran komunikasi ini juga sudah tersalurkan kepada
jajaran Ditlantas yang bertugas dilapangan “*°

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa
penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh Direktorat Lalu Lintas
(Ditlantas) Polda Aceh untuk para jajarannya yang ada dikesatuan dan untuk
pengguna jalan baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Penyampaian ini

bermaksud untuk menghindari adanya kecelekaan yang tidak diinginkan

2https://aceh.antaranews.com/berita/317783/kapolda-aceh-perintahkan-sosialisasi-tilang-
elektronik-digencarkan diakses pada tanggal 03 Juli 2023.

30 Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.



https://aceh.antaranews.com/berita/317783/kapolda-aceh-perintahkan-sosialisasi-tilang-elektronik-digencarkan
https://aceh.antaranews.com/berita/317783/kapolda-aceh-perintahkan-sosialisasi-tilang-elektronik-digencarkan
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kepada seluruh pengguna jalan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan

roda empat.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Miswar salah satu pelanggar lalu

lintas yang terkena tilang, menyatakan sebagai berikut:

“Sudah tersampaikan, namun tidak semua masyarakat selalu memegang
handphone, karena masih banyak juga masyarakat yang tidak paham tentang
teknologi apalagi orang tua yang sudah renta. Menurut saya untuk informasi
yang tersebar sudah oke, namun perlu juga untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarakat apalagi masyarakat yang umurnya sudah renta dan tidak
mengetahui tentang teknologi. 3!

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gunawan sebagai salah satu

pelanggar lalu lintas yang terkena tilang, menyatakan sebagai berikut:

“Sudah tersebarkan, tapi tidak menyeluruh karena masih ada yang tidak
bisa menggunakan handphone. Misalnya orang tua yang sudah renta, karena
banyak dari mereka tidak dapat mengakses informasi yang beredar. Maka dari
itu agar pihak Ditlantas Polda Aceh mensosialisasikan kepada seluruh
masyarakat tentang tilang elektronik ini agar lebih paham mengenai tilang
elektronik ini dan bagaimana mekanisme penilangannya?

Selanjutnya wawancara dengan bapak Fakhruddin sebagai salah satu

pelanggar lalu lintas yang terkena tilang, menyatakan sebagai berikut :

“Sudah banyak disebarkan melalui berbagai media, tapi saya belum pernah
terkena tilang sebelumnya karena yang kena tilang itu istri saya. Jadi untuk
penyampaian informasi masih harus disampaikan dalam bentuk sosialisasi

31 wawancara dengan Bapak Miswar sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02
April 2023

32 Wawancara dengan Bapak Gunawan sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal
02 April 2023
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karena tidak semua masyarakat paham akan tilang elektronik ini agar
masyarakat paham bagaimana mekanisme penilangannya

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai salah satu pelanggar
lalu lintas yang terkena tilang, berikut ulasannya:

“sudah banyak informasi yang beredar tentang tilang elektronik ini,
misalnya mulai dari media social, melalui baliho atau spanduk dan
sebagainya. Menurut saya masih harus dilakukan sosialisasi yang gencar
karena masih banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar tidak
adanya kecelakaan dijalan’’*

Dari hasil wawancara dengan para informan, peneliti dapat mengambil
kesimpulan bahwa dalam penyampaian informasi tentang tilang elektronik
sudah tersampaikan, namun tidak semua masyarakat dapat mengetahui tentang
infomasi tersebut karena tidak semua paham akan teknologi. Apalagi
masyarakat yang sudah renta dan tidak mengetahui tentang teknologi. Maka
dari itu diperlukan kepada pihak Ditlantas Polda Aceh untuk melakukan

sosialisasi penuh kepada masyarakat tentang pemahaman tilang elekronik ini.

b. Kejelasan
Kejelasan komunikasi ini pada prinsipnya harus diterima oleh
pemangku kebijakan dengan baik dan tidak berantakan agar ketika
disampaikan kepada masyarakat tidak simpang siur dan masyarakat

agar bisa langsung menerima dan tidak membingungkan. Masyarakat

33 Wawancara dengan Bapak Fakhruddin sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal
02 April 2023

34 Wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 06
Juli 2023
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juga harus mengetahui dimana saja pemasangan kamera cctv tilang
elektronik ini. masyarakat juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas
yang ada agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dan bisa
menyebabkkan kecelakaan.

Berikut titik-titik pemasangan kamera cctv tilang elekronik yang
ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar:

Tabel 4.1 Titik-Titik Lampu Merah Ada Kamera ETLE

Sumber: Ditlantas Polda Aceh
No Titik Lokasi

1 GOSIGAP DITLANTAS POLDA ACEH

2 JI. Bandara Sultan Iskandar Muda, Lambaro, Kec.
Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23238

3 JI. Pangeran Diponegoro, Kuta Alam, Kec. Kuta
Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23127

4 JI. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kec. Kuta Alam,
Kota Bamda Aceh, Aceh 24415

5 JI. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kec.
Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415

6 JI. Teuku Nyak Arief, Kota Baru, Kec. Kuta Alam,
Kota Bada Aceh, Aceh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff

Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Kejelasan komunikasi yang disampaikan sudah jelas. Dalam kejelasan
komunikasi ini tidak boleh membingungkan sama sekali dan penyampaiannya
sudah sangat jelas kepada para jajaran yang ada di Ditlantas Polda Aceh agar
pada saat menjalankan tugas yang diberikan tidak membingungkan. "%

$Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.
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Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan
bahwa kejelasan komunikasi yang disampaikan sangat jelas dan tidak
membingungkan kepada para pelaksana kebijakan,yang ada di Ditlantas Polda
Aceh, karena pada saat melaksanakan perintah yang dijalankan oleh para
pelaksana tidak kebingungan dan jelas komunikasi yang telah disampaikan dan

bisa melaksanakan kebijakan dengan baik dan teratur.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Miswar salah satu pelanggar lalu
lintas, berikut ulasannya:

“Sudah, karena penyampaiannya tidak hanya di kalangan masyarakat, karena
ini menyeluruh untuk semua kalangan. Tapi tidak semua masyarakat bisa
mengakses informasi ini. Jadi untuk kejelasan informasinya sudah jelas
bagaimana tahapan untuk tilang elektornik ini "

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Gunawan salah satu pelanggar

lalu lintas, berikut ulasannya:

“Dari kejelasan informasi yang sudah ada itu sudah jelas, tapi masih banyak
dari orang yang belum mengetahui tentang adanya tilang elektronik ini.
Karena itu diperlukan sosialiasi untuk adanya kejelasan dan bagaimana
mekanisme tilang elektronik ini "’

36 Wawancara dengan Bapak Miswar sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02
April 2023

37 Wawancara dengan Bapak Gunawan sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal
02 April 2023
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Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fakhruddin salah satu pelanggar
lalu lintas, berikut ulasannya:
“Ada kejelasan, jika tidak adanya kejelasan untuk informasi tilang elektronik
ini maka informasinya akan simpang siur dan masyarakat tidak mengetahui
akan adanya tilang elektronik "8

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rinaldi sebagai salah satu
pelanggar lalu lintas melalui tilang elektronik. Berikut ulasannya:
“informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah tersampaikan dengan
baik, tapi masih diperlukannya sosialisasi yang gencar untuk
meminimalisirkan kecelakaan lalu lintas. Pihak Ditlantas juga harus
menjelaskan mekanisme penilangan tilang elektronik ini mulai dari cara
penilangannya dan bagaimana cara pembayarannya >

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti mengambiil
kesimpulan bahwa untuk kejelasan informasi yang telah disampaikan oleh
pihak Ditlantas Polda kepada masyarakat sudah ada kejelasan, agar masyarakat
mengetahui bahwa informasinya jelas dan tidak ada simpang siur dalan
penyebaran informasi. Ketika tidak adanya kejelasan informasi tentang suatu
kebijakan, maka masyarakat tidak bisa mengakses informasi tersebut karena

masih belum jelas apakah informasi itu benar atau tidak. Dan kejelasan

informasi ini akan terus berlanjut setiap ada kebijakan yang baru.

38 Wawancara dengan Bapak Fakhruddin sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal
02 April 2023

39 Wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 06
Juli 023
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c. Konsistensi

Konsistensi sebagai indicator yang digunakan untuk melihat sejauh
mana perintah yang diberikan kepada jajaran yang ada di Ditlantas Polda Aceh
dalam pelaksanaan komunikasi. yang diberikan (untuk dijalankan atau
diterapkan oleh para jajaran yang ada di Ditlantas Polda Aceh) agar tidak
membingungkan pada saat menjalankan tugas dilapangan dan dan mampu
menyelesaikan tugas sampai akhir.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff
Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Perintah yang diberikan oleh atasan sudah kami laksanakan dengan baik,
baik itu petugas di jajaran Ditlantas Polda Aceh maupun petugas yang ada di
lapangan. Jadi sudah sepatutnya para petugas yang ada di kantor maupun
petugas yang ada dilapangan harus menjalankan tugas dengan sepenuh hati
dan konsisten agar bisa menyelesaikan tugas sampai akhir dengan baik dan
teratur. Apalagi sekarang sudah diberlakukannya tilang manual lagi. Untuk
kamera cctv tidak sepenuhnya bisa menjangkau para pelanggar lalu lintas
mulai dari kelengkapan surat kendaraan, apakah pajak kendaraannya mati
atau hidup, memakai helm atau kelengkapan lainnya. "*°

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan dari indicator
tersebut bahwa konsistensi yang ada di Ditlantas Polda Aceh sudah
terlaksanakan dengan baik, baik petugas yang ada di jajaran Ditlantas Polda
Aceh maupun petugas yang ada dilapangan, apalagi sekarang sudah

diberlalukannya tilang manual. Tilang elekronik ini tidak bisa menjangkau

40 Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.
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semua pelanggaran yang ada di titik rambu lalu lintas. Kamera cctv yang
terpasang itu sangat terbatas karena tidak semua mencakup ke seluruh daerah
yang ada di Provinsi Aceh. Untuk pemasangan kamera dibutuhkan biaya yang
tidak sedikit. Maka dari itu untuk pelaksanaan pemasangan kamera cctv tilang
elekrtonik di khususkan untuk ibukota yang ada di provinsi yang ada di
Indonesia. karena dengan adanya konsistensi ini petugas bisa melaksanakan
tugas yang diberikan dengan baik dan teratur sampai akhir sehingga tidak ada

kendala dalam pelaksanaan tugas sama sekali.

2. Sumber Daya
a. Staff
Sumber daya yang paling penting untuk implementasi suatu kebijakan
yang dirancang untuk dilaksanakan demi kepentingan bersama. Sering kali
dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sering terjadi kegagalan
disebabkan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, ataupun yang
tidak cukup berkompeten. Dalam suatu implentasi tidak hanya penambahan
staff saja yang dilakukkan oleh pemangku kebijakan, karena jika penambahan
staff yang dilakukan tetapi tidak sesuai dengan tupoksinya sama saja. Maka
dari itu dalam penambahan staff harus dilakukan dengan benar-benar teliti dan
sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Dalam pembentukan staff untuk Ditlantas Polda Aceh ini sesuai dengan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018
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tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Pada dasarnya
dalam pengangkatan personel di tingkat Kepolisian Daerah itu sudah ada
landasan hukumnya. %

Dalam melaksanakan tugas pihak kepolisian Ditlantas Polda Aceh
mendapatkan surat perintah (SP) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Aceh Direktorat Lalu Lintas. Bentuk surat perintah
(SP) dan jadwal piket personel RTMC/ETLE dan Front Office Ditlantas Polda

Aceh sebagai berikut:

41 peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kelola Kepolisian Daerah.
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Gambar 4.3 Surat Perintah
Sumber: Ditlantas Polda Aceh
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Gambar 4.4 Jadwal Piket Personel RTMC/ETLE dan Front Office Ditlantas
Polda Aceh
Sumber: Ditlantas Polda Aceh
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff
Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Dalam pembentukan staff untuk implementasi E-Tilang di Kota Banda Aceh
sudah memadai baik itu yang ada di jajaran Ditlantas Polda Aceh maupun
petugas yang ada dilapangan. Tidak hanya untuk Ditlantas, ini juga berlaku
untuk semua divisi yang ada di jajaran Polda Aceh untuk pembentukan staff
yang memadai sesuai dengan perintah Kapolda. Jadi untuk semua divisi yang
ada di Polda Aceh sudah menjalankan perintah untuk pembentukan staff baik
yang ada di jajaran Polda Aceh maupun petugas yang ada dilapangan. ™

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa dalam
pembentukan staf pada jajaran Ditlantas Polda Aceh sudah memadai untuk
pelaksanaan E-Tilang yang di Kota Banda Aceh karena sesuai dengan tupoksi
masing-masing, ada yang betugas dilapangan, apalagi sekarang sudah
diberlalukannya tilang manual kembali. Maka dari itu dibutuhkan para personel
yang bertugas di lapangan. Ada juga personel yang bertugas memantau para
pengendara roda dua dan roda empat melalui Traffic Management Center (TMC)
yang ada di Ditlantas Polda Aceh. Traffic Management Center (TMC) berfungsi
untuk memantau para pengendara roda dua dan roda empat ketika terjadi

pelanggaran lalu lintas.

42 Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.
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b. Informasi

Informasi dalam implementasi ini berupa data dari para pelaksana
terhadap peraturan yang telah ada dan sesuai dengan regulasi pemerintah yang
telah ditetapkan. Para implementor harus mengetahui apakah orang lain terlibat
atau tidak dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan patuh
terhadap hukum. Informasi dalam implementasi ini sangat penting untuk para
pemangku kebijakan karena untuk kedepannya akan mempengaruhi segala
sector baik sector ekonomi, kerja sama bilateral dan lain sebagainya. Maka dari
itu untuk suatu implementasi kebijakan perlu informasi yang valid dari
pemerintah ketika menetapkan suatu kebijakan agar masyarakat bisa menerima
suatu informasi tersebut dengan bijaksana dan berguna untuk kepentingan
bersama.

Menurut acehprov.go.id menyatakan Ditlantas Polda Aceh mengajak
wartawan untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait adanya tilang
elektronik. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh Bapak Muji Ediyanto mengaskan
bahwa:

“Penerapan system ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggar
lalu lintas merupakan perintah dari Kapolri. Oleh karena itu, peran awak
media sangat penting dalam membantu mengedukasi dan mensosialisasi hal ini
kepada masyarakat "*?

“https://acehprov.go.id/berita/kategori/politik-hukum/dirlantas-polda-aceh-ajak-wartawan-
sosialisasi-dan-edukasi-masyarakat-terkait-etle, di akse pada tanggal 06 Juli 2023.



https://acehprov.go.id/berita/kategori/politik-hukum/dirlantas-polda-aceh-ajak-wartawan-sosialisasi-dan-edukasi-masyarakat-terkait-etle
https://acehprov.go.id/berita/kategori/politik-hukum/dirlantas-polda-aceh-ajak-wartawan-sosialisasi-dan-edukasi-masyarakat-terkait-etle
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Saat ini penilangan tilang dengan system ETLE masih dilakukan secara
statis dan dinamis serta dipantau oleh petugs posko Regional Trafficee
Managemen Center (RTMC).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff
Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Secara umum untuk informasi mengenai E-Tilang ini sudah tersampaikan
dengan baik. Penyampaian informasi bisa lewat beberapa cara yaitu, melalui
media sosial, baliho, sosialisasi dengan masyarakat tentang E-Tilang itu agar
masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme dan cara penilangannya, pihak
Ditlantas juga melalui wawancara pers yang diadakan oleh pihak Ditlantas
Polda Aceh untuk menyebarkan sudah adanya E-Tilang ini agar diketahui
masyarakat luas, dan juga bisa melalui dari bentuk poster atau baliho yang

disebarkan di sepanjang jalan. Dengan demikian penyampaian informasi

sudah tersamapaikan dengan baik kepada masyarakat luas mengenai E-Tilang

ini” 4

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam
penyampaian informasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Aceh sudah terlaksana
dengan baik. Dalam penyampaian informasi ini bisa melalui banyak cara, seperti lewat
media sosial yaitu melaui postingan-postingan bisa juga melalui poster-poster atau
baliho yang disebarkan oleh pihak Ditlantas Polda Aceh yang bekerja sama sama
dengan para wartawan untuk menyebarkan tentang adanya tilang elektronik ini, pihak
Ditlantas Polda Aceh bisa juga bekerja sama dengan wartawan untuk menyebarkan

informasi menganai tilang elekronik, dan yang terakhir yaitu sosialisasi kepada

4 Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.
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masyarakat yang awam tentang tilang elektronik ini agar masyarakat bisa mengetahui

apa itu tilang elektronik ini dan juga bagaimana mekanisme cara penilangan terbaru.

Dilanjutkan lagi wawancara dengan bapak Heri Azwar staff Subdit Gakkum:

“Tilang manual dan ETLE ini saling melengkapi. Misalnya dia menutup nopolnya,
kan tidak bisa kita tindak makanya diperlukan lagi tilang manual, jadi keduanya saling
melngkapi. Tilang elektronik ini sangat efektif, tapi yang namanya system tetap tidak
ada yang sempurna. Dikawasan Kota Banda Aceh itu ada yang Namanya pos-pos besar.
Kan tidak mungkin kita memakai polisi dari Polresta di simpang lima, itu tetap ada di
poss-pos besar. Karena kita masih kekurangan polisi. Misalnya di jambo tape kan disitu
ada pos, poiisi yang berada disitu bukan untuk menindak orang. tugas polisi yang
berada di pos itu untuk mengamankan ketika terjadi sesuatu"

Kesimpulannya adalah tilang elektronik ini sangat efektif karena tidak lagi harus
mengejar ketika terjadi pelanggaran. Tetapi yang namanya suatu kebijaka itu pasti ada
kelebihan dan kekurangan. Misalnya ada salah satu pelanggaran menutup nomor
polisinya itu tidak bisa diproses karena tidak ada datanya disebabkan pelanggar tersebut

menutup nomor polisi. Jadi pada dasarnya tilang elektronik ini sudah efektif.

Tilang elektronik atau ETLE (Electronik Traffic Law Enforcement) merupakan
system penegakan hukum di bidan lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan
menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai
jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis
(automatic number plate recognition). Rekaman ETLE digunakan sebagai barang bukti
dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini sesuai dengan UU No. 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana Pasal 5 ayat (1) mengtakan bahwa
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informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan
alat bukti hukum yang sah dan pada ayat (2) mengatakan bahwa informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada yat
(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang

berlaku di Indonesia.*®

Berikut gambar tahapan-tahapan tilang elektronik sebagai berikut:

Mekanisme Pengurusan
Tilang Elektronik 1, '

Pengendara yang
melanggar akan
terekam CCTV

Pelat nomor kendaraan yang melanggar
, akan diverifikasi dengan data yang ’
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Polisi mengirimkan surat

konfirmasi kepada

pemilik kendaraan [
A}
\

1}
’
.
.
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[ Pr—
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Surat konfirmasi terlampir
bukti pelanggaran yang
dilakukan pengendara

<

Pemilik kendaraan mengonfirmasi pelanggaran
5 dan kepemilikan kendaraan ke polisi dalam
tempo 5 hari setelah pemberitahuan

@
Indonesia
baik.id 3 indonesiaBaik.id (G) IndonesiaBaik.id () IndonesiaBaikiD W @IndonesiaBaikid

Gambar 4.5 Mekanisme Penilangan ETLE

Sumber: https://indonesiabaik.id/infografis/kena-tilang-
elektronik-begini-cara-mengurusnya

45 Penerapan Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE) DAlam Penindakan Pelanggaran
Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda D1Y). Diakses pada tanggal 06 Juli 2023.
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Gambar 4.6 Mekanisme Penilangan ETLE

Sumber: https://indonesiabaik.id/infografis/kena-tilang-
elektronik-begini-cara-mengurusnya

Sesuai penjelasan dari pihak Korlantas Polri, system tilang elektronik atau
ETLE ini bekerja melalui 5 tahapan. Pertama, sensor perangkat tilang
elektronik atau ETLE akan memonitor ruas jalan dan secara otomatis akan
menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. System kemudian akan
mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE.
Selanjutnya, petugas kan melakukan validasi bukti yang dikirim oleh system
ETLE. Petugas kan mengidentifikasi pelat nomor dan data kendaraan

menggunakan Electronic Registration dan Identifikasi (ERI). Selanjutnya,
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petugas akan mengirimkan surat konfirmasi melalui kantor POS ke alamat
public kendaraan bermotor unutk permohonan konfimasi atas pelanggaran lalu
lintas yang sudah dilakukan. Surat konfirmasi ini menjadi Langkah awal
penindakan tilang elektronik dimana pemilik kendaraan nantinya akan
melakukan konfirmasi - terkait kepemilikan kendaraan dan pengemudi
kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Saat surat sudah diterima, maka
penerima surat atau pelanggar lalu lintas diharuskan melakukan konfirmasi
dengan dating langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum atau
melalui website etle-pmj.info/id. Di situs web tersebut, anda juga bisa
menemukan foto atau video kendaraan yang diduga melanggar rambu lalu
lintas. Perlu diingat bahwa pelanggar lalu lintas atau penerima surat dapat
melakukan konfirmasi dengan batas waktu 8 hari dari hari terjadinya
pelanggaran. Selain itu, jika ternyata kendaraan yang dimaksud sudah bukan
menjadi kendaraan miliknya, maka penerima surat konfirmasi tersebut juga
bisa melakukan konfimasi di. website yang tersedia. Pelanggar diharapkan
untuk bisa segera melakukan konfirmasi. Hal tersebut perlu dilakukan karena
saat pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi pelanggaran atau tidak
membayar denda tilang maka STNK dapat terkena sanksi pemblokiran
sementara. Setelah pelanggaran lalu lintas dikonfimasi, maka ptugas akan
menerbitkan blanko tilang. Untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas
tersebut, pembayaran tilang dapat dilakukan melalui BRI Virtual Account

dengan kode pembayaran yang sudah diterima. Besaran yang perlu dibayarkan
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juga akan berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang telah

dilakukan.*®

Berikut salah satu contoh pelanggaran yang terekam kamera cctv

tilang elektronik, sebagai berikut:

Gambar 4.7 Surat Penilangan
Sumber: Ditlantas Polda Aceh

“®https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-
cek-infonya-di-sini. Di akses pada tanggal 06 Julli 2023 pada pukul 20.41



https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini
https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini

Berikut adalah tabel data pelanggaran lalu lintas:

Tabel 4.2

Laporan Pelanggaran Semua Status
Tanggal 01 Januari -31 Desember 2022
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No. Nama Lokasi Tertangkap | Valid | Terkirim
Kamera
1 GOSIGAP DITLANTAS POLDA 653 536 536
2 JI. Bandara Sultan Iskandar Muda, Lambaro, Kec. 5085 570 561
Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23238
3 JI. Pangeran Diponegooro, Kuta Alam, Kec. Kuta 2309 231 225
Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23127
4 JI. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kec. Kuta 5016 1161 1145
Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
5 JI. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kec. 5320 788 780
Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
6 JI. Teuku Nyak Arief, Kota Baru, Kec. Kuta 5183 454 440
Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
Total 23566 3767 3687
Tabel 4.3
Laporan Pelanggaran Semua Status
Tanggal 01 Januari — 12 Juni 2023
No. Nama Lokasi Tertangkap | Valid | Terkirim
Kamera
1 GOSIGAP DITLANTAS POLDA
620 528 525
2 JI. Bandara Sultan Iskandar Muda, Lambaro, Kec.
Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23238 42056 252 247
3 JI. Pangeran Diponegooro, Kuta Alam, Kec. Kuta
Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23127 5842 374 369
4 JI. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kec. Kuta
Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415 8778 1546 1518
5 JI. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kec.
Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415 34945 1200 1171
6 JI. Teuku Nyak Arief, Kota Baru, Kec. Kuta
Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 29737 726 703
Total
121978 4626 4533




66

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelangggar lalu lintas yang
tertangkap oleh kamera ETLE dari bulan Januari-Desember tahun 2022 berjumlah
23.566. Kemudian pada bulan Januari-Juni tahun 2023 pelanggar berjumlah 121.978.
Pada tahun 2023 terjadi lonjakan pelanggaran lalu lintas yang sangat tinggi. Dari data
diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi dari tahun ke tahun semakin
melonjak tinggi ini disebabkan karena kedisiplinan dan kesadaran masyarakat Kota

Banda Aceh dalam berkendara masih rendah.

c. Wewenang

Wewenang pada umumnya bersifat formal atau hak untuk
melaksanakan perintah. Dalam implementasi suatu kebijakan wewenang ini
bersifat mutlak bagi yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi untuk
memerintahkan suatu pemangku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan
yang ditetapkan secara politik atau yang berdasarkan landasan hukum.
Wewenang yang diberikan oleh Kapolri disampaikan kepada Kapolda yang
ada di seluruh Indonesia. Para Kapolda menyampaikan perintah Kapolri
kepada jajarannya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar
Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Wewenang yang diberikan oleh Dirlantas Polda Aceh Sudah terlaksana
dengan baik dan sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk para
jajaran yang ada di Ditlantas Polda Aceh, tidak hanya untuk Ditlantas
bahwa untuk setiap masing-masing divisi harus memberikan wewenanng
sesuai dengan tupoksinya masing-masing, perintah ini diberikan oleh
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Kapolda Aceh, supaya nanti waktu melaksanakan tugas bisa terlaksana
dengan baik dan teratur 4’

Kesimpulan dari indicator tersebut yaitu wewenang yang diberikan oleh
Kapolda Aceh kepada seluruh divisi yang ada di jajaran Polda Aceh khususnya
divisi Ditlantas Polda Aceh sudah terlaksana dengan baik. Dikarenakan untuk
suatu implementasi wewenang ini sangat diperlukan karena dengan adanya
wewenang suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika diberikan perintah

kepada para pelaksana yang sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3. Disposisi
a. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokasi dalam suatu implementasi ini bertujuan untuk
memilih para pelaksana kebijakan yang telah sesuai dengan kebutuhan yang
telah dipilih oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak
hanya untuk kepentingan pemerintah tetapi untuk kepentingan masyarakat
semuanya. Dalam pengangkatan para personel di tingkat Kepolisian Daerah
ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian

Daerah.

47 Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar
Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Dalam hal pengangkatan para personel untuk implementasu E-Tilang
semuanya terlibat, karena semuanya bekerja untuk keselamatan berlalu
lintas. Dalam pengangkatan ini sudah sesuai dengan PERPOL No 14 tahun
2018 tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Jadi
dalam hal pengangkatan untuk setiap personel kami tidak sembarangan
mengangakat atau memilih karena sudahada aturan yang berlaku 8

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa dalam
pengangkatan personel untuk implemenatasi E-Tilang yang ada di jajaran
Ditlantas Polda Aceh sudah ada Perpol No 14 tahun 2018 tentang Sususan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Maka dari itu dalam hal ini
untuk pengangkatannya sesuai dengan Perpol yang berlaku.*®
b. Insentif

Insentif dalam aspek implementasi kebijakan adalah salah satu teknik
yang bisa mengatasi sikap para pemangku kebijakan. Jika dalam sebuah
perusahaan ini bentuk apresiasi kepada karyawan karena telah
melaksanakan tugas yang diberikan dan menyelasaikan dengan baik.

Hasil wawancara peneliti dengan staff Ditlantas Polda Aceh sebagai
berikut:

“Untuk sejauh ini insentif yang sudah bisa mengatasi sikap para personel
yang ada di Ditlantas Polda Aceh. Insentif juga diberikan dan apresiasi

48 Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

4% Perpol No 14 tahun 2018 tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
Diakses pada tanggal 06 Juli 2023.
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kepada personel yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh
Dirlantas. Maka dari itu insentif sangat diperlukan karena dapat
meningkatkkan kinerja para personel yang di Ditlantas Polda Aceh untuk

menyelesaikan tugas yang berikan dengan baik dan tanpa ada kendala

apapun

Kesimpulan dari indicator sebagai berikut: Ditlantas Polda Aceh
berupaya memberikan insentif kepada para personel yang melaksanakan
tugas dengan baik dan juga mengapresiasi para personel. Dengan adanya
insentif ini para personel lain jadi termotivasi untuk melakukan yang terbaik
ketika diberikan tugas dan menyelesaikannya dengan tepat waktu.

4. Struktur Birokrasi
a. Membuat standar operating procedure (SOP) yang lebih fleksibel

Dalam impelementasi kebijakan, SOP ini sangat penting karena
dalam pelaksanaan suatu kebijakan baik itu aparatur, ASN dan para birokrat
ketika melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
dan tidak melenceng dari peraturan yang ada. Dalam struktur birokrasi
pengangkatan para personel polisi sudah tertera dalam Peraturan Kepolisian
Negara Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Daerah. Untuk landasan hukum tilang elektronik sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, pada pasal 272 ayat (1) untuk mendukung kegiatan penindakan

50 Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.
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pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan
peralatan elektronik. Pada ayat (2) hasil penggunaan peralatan elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di
pengadilan.®® Dan diperjelas pada Peraturan Pemerintan No 80 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas
hasil: (1) temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan,
(2) laporan dan, (3) rekaman peralatan elektronik.>?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar
Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Untuk struktur birokarasinya sudah sesuai dengan undang-undang yang
berlaku baik tentang peraturan tilang elektronik maupun pembentukan
para personel yang ada di Ditlantas Polda Aceh. 2

Kesimpulan dari indicator adalah sebagai berikut: struktur
birokrasi sudah sesuai dengan SOP yang ada yaitu Perpol No 14
tahun 2018 tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian
Daerah, tilang elektronik itu sesuai dengan UU nomor 22 tahun

2009 tentang LLAJ dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No

51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Diakses pada tanggal 06 Juli 2023

52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di akses pada tanggal
06 Juli 2023

53 Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.
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80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan . Semua sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Melaksanakan Fragmentasi
Dalam suatu implementasi melaksanakan fragmentasi sangat
dibutuhkan karena untuk menyebar luaskan tanggung jawab dalam
segala aktivitas. Jika terfragmentasi susunan birokrasi, maka akan lebih
efektif karena ini dilakukan oleh suatu organisasi yang kompeten dan

kapabel.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri

Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Untuk implementasi E-Tilang ini sudah terfragmentasi dengan
baik di jajaran Ditlantas Polda Aceh, karena pak Dirlantas sudah
membagikan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Untuk
pembagian tugasnya ada yang dilapangan dan ada yang dikantor,
biasanya yang dikantor menerima pelayanan masyarakat yang
terkena tilang dan ada juga yang memantau melalui TMC (Traffic
Management Center) ini berfungsi untuk mengawasi para
pengendara roda dua dan roda empat yang ada di Kota Banda
Aceh >

Kesimpulan dari indicator adalah sebagai berikut: dalam implementasi

E-Tilang sudah terfragmentasi dengan baik karena sudah diberi tanggung

5% Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.
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jawab oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh kepada para personel yang ada
di Ditlantas Polda Aceh sesuai dengan tupoksi masing-masing, serta unit

kerja yang sesuai dengan bidangnya.

5. Hambatan

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah factor yang ada didalam diri seseorang.
Jika di dalam sebuah instansi pemerintah sering terjadi untuk beberapa
permasalahan ketidakmampuan sumber daya manusia. Dalam
implementasi kebijakan itu sangat penting tentang adanya sumber daya
karena ini menjadi tombak utama dalam hal pelaksanaan suaau
kebijakan yang baru dirumuskan, artinya jika kualitas sumber daya
manusianya tidak berkualitas dan berkompeten maka suatu kenijakan
yang dirumuskan akan sia-sia. Dalam hal ini akan membuat masyarakat
menjadi bingung dan simpang siur ketika ada suatu kebijakan yang baru
dirumuskan. Selanjutnya dari sumber daya keuangan, dalam
pengelolaan keuagan untuk biaya operasional tilang elektronik yaitu
sekitar 600-700 juta dimulai dari kamera tilang sampai dengan monitor
semuanya sudah include. Untuk biaya pengiriman surat konfirmasi
sebesar Rp.15.000 uang pengiriman. Ini tergantung jarak dan lokasi
untuk pengantaran surat konfirmasi. Maka dari itu anggaran untuk

tilang elektronik ini sangat terbatas dikarenakan tidak mencakup ke
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seluruh wilayah yang ada di provinsi Aceh. Masih di khususkan untuk

masing-masing di ibukota yang ada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri

Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Kalau untuk masalah internal pastinya ada, karena disetiap instasi
pemerintah pasti ada masalah. Di Ditlantas alhamdulillah tidak ada
masalah yang serius baik itu dari sumber daya manusia,dan untuk
anggaran operasional ETLE masih sangat terbatas karena itu masih di
khususkan untuk ibukota masing-masing yang ada di wilayah yang ada
di Indonesia. "%

Kesimpulan dari indicator tersebut adalah dalam permasalahan
internal yang ada di Ditlantas Polda Aceh tidak ada permasalahan yang
serius dan setiap permalasahan bisa diatasi dengan baik oleh para
personel yang ada di Ditlantas. Sejatinya untuk permasalahan itu
pastinya ada di setiap instansi pemerintah. Untuk anggaran tilang
elektronik masih sangat terbatas karena kamera tidak tersebar di seluruh
wilayah yang ada di provinsi Aceh. Maka dari itu untuk pemasangan
kamera cctv ETLE ini masih di khususkan di masing-masing ibukota

yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

55 Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.
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b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah factor yang bersumber dari luar. Di dalam
implementasi biasanya factor ekternal sering terjadi disebabkan oleh
pelaksana kebijakan itu sendiri. Dalam implemntasi tilang elektronik
hambatan itu sering kali terjadi karena kamera cctv tersebut tidak bisa
mencakup para pelanggar lalu lintas semua baik itu pengendara roda dua dan
roda empat Dikarenakan untuk perawatan kamera tilang elektronik relative

mahal untuk perawatannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar

Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Untuk kendala yang terjadi di lapangan yaitu masalah pemasangan
kamera tidak merata, karena tidak sepenuhnya tersebar di semua lampu
merah yang ada dan untuk pemasangannya masih terbatas, ya karena
disebabkan terkendala di biaya. Dan kesadaran dari masyarakat itu
sendiri untuk mematuhi peraturan rambu lalu lintas karena banyak
masyarakat yang sudah mengetahui akan peraturan rambu lalu lintas
tetapi pura-pura tidak mengatahui akan pentingnya mematuhi rambu
lalu lintas " ¢

Kesimpulan dari indicator tersebut adalah terkendalanya dalam hal
pemasangan kamera cctv tidak merata dikarenakan terkendala oleh biaya dan

banyak kamera yang tidak tersebar di lampu merah. Kemudian akan kesadaran

5 Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota
Banda Aceh ) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.



75

masyarakat itu sendiri dalam mematuhi peraturan rambu lalu lintas karena ini

sangat penting akan keselamatan bersama.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Miswar salah satu pelanggar lalu

lintas. Berikut ulasannya:

“Untuk pelanggaran lalu sudah banyak saya lihat dijalan banyak
pelanggaran lalu lintas yang saya lihat di jalan. Banyak masyarakat
yang melanggar mulai dari menerobos lampu merah, kesadaran hukum
yang rendah dan masih banyak lagi untuk pelaggaran lainnya. Karena
menurut saya masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan
keselamatan pengendara. Apalagi sekarang sudah ada tilang elektronik
ini memudahkan pihak kepolisian untuk memantau lewat kamera cctv
apabila ada yang melanggar maka akan langsung dikirim surat ke
rumahnya >’

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gunawan sebagai salah satu

pelanggar lalu lintas. Berikut ulasannya:

“Selama saya berkendara, saya masih melihat banyak pelanggaran lalu
lintas yang terjadi di jalan. Masyarakat tidak menyadari akan
keselamatan berkendara di jalan karena mereka banyak melanggar itu
disebabkan karena masyarakat terlihat tidak peduli dengan peraturan
yang ada. Karena sekarang sudah ada tilang elektronik yang bisa
memudahkan pihak kepolisian untuk memantau masyarakat yang
melanggar lalu lintas.dan pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi
kepada masyarakat agar masyarakat tidak bingung tentang adanya
tilang elektronik ini 8

Selajutnya wawancara dengan bapak Fakhruddin sebagai salah satu

pelanggar lalu lintas, berikut ulasannya:

57 Wawancara dengan Bapak Miswar sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02
April 2023

%8 Wawancara dengan Bapak Gunawan sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal
02 April 2023.
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“Waktu saya berkendara dijalan saya melihat ada beberapa
masyarakat yang melanggar lalu lintas. Saya juga berpikir apa yang membuat
mereka terburu-buru apalagi sangat berbahaya ketika melakukan pelanggaran
lalu lintas. Sebagian pelanggaran dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
Karena sekarang sudah ada tilang elektronik untuk memudahkan polisi dalam
menilang. Sebagian masyarakat juga belum mengetahui semua tentang adanya
penilanngan melalui cctv ini, sudah seharusnya pihak kepolisian melakukan
sosialisasi untuk masyarakat mengeahui bagaimana mekanisme penilangan
melalui cctv*®®

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rinaldi sebagai salah pelanggar

lalu lintas. berikut ulasannya:

“Yang saya lihat ketika saya berkendara dijalan banyak factor yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. penyebabnya ada berbagai
macam yang paling sering saya lihat itu menerobos lampu merah ini yang
sering terjadi di lampu merah. Saya mengetahui tentang tilang elekronik tetapi
saya tidak terlalu paham dengan pembayarannya dan cara penilangannya "

Setelah wawancara dengan beberapa masyarakat peneliti mengambil
kesimpulan bahwa hambatan yang terjadi itu disebabkan oleh masyarakat itu
sendiri dan kurangnya sosialisasi dari pihak kepolisian dalam menyebarkan
tentang adanya penilangan yang memantau melalui cctv yaitu tilang elektronik.
Banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya tilang elektronik ini

karena tidak semua masyarakat bisa mengakses informasi melalui media social.

59 Wawancara dengan Bapak Fakhruddin sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal
02 April 2023

60 Wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 06
Juli 2023
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Maka dari itu dibutuhkannya socialisasi dari pihak kepolisian dan kesadaran

dari masyarakat untuk mematuhi rambu lalu lintas.

4.3. Pembahasan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha
mendeskripsikan an-menggambarkan implementasi kebijakan tilang elektronik
dalam menurunkan tingkat pelaanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh. Hasil
pembahasan dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun uraian mengenai hasil penelitian
dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:
4.3.1. Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat
Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh
Secara umum implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai
pelaksanaan atau penerapan suatu regulasi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Dalam hal ini implementasi kebijakan menunjukkan sejauh
mana regulasi ini berjalan. Implementasi kebijakan sangat penting dalam
suatu oraganisasi atau instansi untuk menetapkan suatu regulasi yang baru
kepentingan Bersama.
1. Komunikasi
a. Transmisi
Dalam penelitian ini transmisi ini melihat bagaimana

penyampaian komunikasi atau informasi antar sesama petugas dalam



78

melaksanakan tugasnya agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi
ketika melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini penyampaian
komunikasi khususnya kepada masyarakat sudah tersampaikan
melalui media social seperti Instagram, twitter, dan lainnya. Melalui
media cetak juga seperti spanduk dan baliho yang tersebar di

sepanjang jalan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan
dari George C. Edward Il dalam Budi Winnamo pada indicator
komunikasi dengan indicator transmisi dinilai sudah tersampaikan.
Namun ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya tilang
elektronik karena penyampaiannya tidak menyeluruh. Maka dari itu

penyaluran komunikasi secara terencana dan sistematis.

b. Kejelasan
Kejelasan komunikasi ini pada penerapan tilang elektronik ini
merupakan tahapan yang ada dalam suatu kebijakan. Hal ini dilakukan
untuk melihat sejauh mana penerapan tilang elektronik ini berjalan.
Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan
dari George C. Edward Il dalam Budi Winnamo pada indicator
komunikasi dengan indicator kejelasan yaitu pada Ditlantas Polda
Aceh dalam kejelasan informasi ini tersebut sudah tersampaikan

kepada jajaran yang ada di Ditlantas Polda Aceh. Kejelasan ini
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berfungsi ketika suatu regulasi yang telah di tetapkan tidak simpang
siur, karena dengan adanya kejelasan baik pemangku kebijakan atau
pun masyarakat bisa mengetahui kebijakan tersebut jelas atau tidak
agar masyarakat tidak menerka-nerka tanpa adanya kejelasan.
Konsistensi

Konsistensi merupakan perintah yang diberikan dalam
pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten, karena jika perintah
berubah-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan kepada pada
para pemangku kebijakan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan
yang dikemukakan oleh George C. Edward 1l dalam Budi Winnamo,
dalam konsistensi ini melihat sejauh mana pelaksanaan perintah yang
dijalankan oleh Ditlantas Polda Aceh dalam penerapan tilang
elektronik. Ini bertujuan agar perintah yang diberikan menimbulkan
kebingungan kepada para jajaran yang ada Ditlantas Polda Aceh.
Maka harus benar-benar dilaksanakan dengan baik agar penerapan
tilang elektronik bisa berjalan dengan lancer.

. Sumber Daya
Staff

Staff adalah sumber daya yang penting dalam implementasi

kebijakan. Seringnya terjadi kegagalan pada suatu kebijakan itu

disebabkan karena sumber daya manusianya tidak sesuai dengan
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bidangnya masing-masing. Pembentukan staff pada Ditlantas Polda
Aceh sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Daerah.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan
yang dikemukakan oleh George C. Edward 111 dalam Budi Winnamo,
pada indicator sumber daya pembentukan staff pada jajaran Ditlantas
Polda Aceh sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kepolisian Daerah.

b. Informasi

Informasi dalam suatu implementasi kebijakan sangat
diperlukan, karena berupa data dari para pelakssana terhadap
peraturam yang telah ada dan sesuai dengan regulasi pemerintah yang
telah ditetapkan. Informasi dalam tilang elektronik merupakan
tahapan untuk penyebaran berita kepada masyarakat tentang adanya
tilang elektronik agar diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu
penyebaran informasi ini harus dilaksanakan secara sistematis da n

terstruktur.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan dari

George C. Edward 11l dalam Budi Winnamo dengan indicator sumber daya
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yang di dalamnya terdapat indicator informasi yaitu kemampuan Ditlantas
Polda Aceh dalam penyebaran informasi tentnag adanya tilang elektronik
kepada masyarakat. Penyebaran informasi ini harus benar-benar sudah
tersampaikan kepada masyarakat. Namun dalam melakukan sosialisasi juga
belum cukup efektif karena kurang menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukan
oleh Ditlantas Polda Aceh. Oleh karena itu, maka penyebaran informasi dan
sosialiasasi harus tersampaikan kepada masyarakat hingga menyeluruh
sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang tindak melalui kamera cctv
tilang elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun jenis pelanggaran yang dapat

terdeteksi oleh kamera ETLE yaitu:

Menggunakan ponsel saat berkendara tercantum tercantum pada Pasal 283 dan
dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp.750.000 atau kurungan
penjara selama tiga bulan.

Melanggar marka dan rambu lalu lintas tercantum pada Pasal 287 ayat (1)
dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan
penjara selama dua bulan.

Berkendara melawan arus tercantum pada pasal 287 ayat (1) dikenakan sanksi
denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan pnjara selama

maksimal 2 bulan.
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d. Menerobos lampu merah tercantum pada Pasal 287 ayat (1) dan dikenakan
sanksi denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara selama
dua bulan.

e. Tidak menggunakan sabuk pengaman tercantum pada Pasal 106 ayat (6),
dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.250.000 atau kurungan
penjara selama satu bulan.

f. Tidak menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor
tercantum pada pasal 106 ayat (8) dikenakan sanksi denda paling banyak
sebesar Rp.250.000 atau kurungan penjara selama satu bulan.

c. Wewenang

Wewenang ini berarti perintah mutalak yang diberikan oleh
atasan yang lebih tinggi dalam pemangku kebijakan untuk
dilaksanakan. Wewenang yang diberikan oleh Kapolda Aceh Kepada
Ditlantas Polda Aceh untuk menerapkan tilang elektronik di Kota Banda
Aceh karena ini intruksi langsung dari Kapolri. Oleh karena itu harus
benar-benar diterapkan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan
dari George C. Edward Il dalam Budi Winnamo dengan indicator
sumber daya yang di dalamnya lagi terdapat indicator wewenang.
Dalam hal ini wewenang yang di perintahkan oleh Kapolda Aceh
disampaikan kepada jajarannya khususnya Ditlantas Polda Aceh sudah

tersampaikan dan Ditlantas Polda Aceh sudah menerapkan apa yang
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diperintah seperti memasang kamera cctv tilang elektronik di lampu
merah yang ada di Kota Banda Aceh. Ini tidak semua daerah yang ada
di Aceh di terapkan karena penerapan ini khusunskan hanya untuk
ibukota saja belum untuk semua daerah.

3. Disposisi

a. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi di Ditlantas Polda Aceh ini sesuai dengan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Dalam hal
ini pemilihan para personel harus sesuai dengan tupoksinya masig-masing.
Apalagi sekarang sudah diterapkannya kembali tilang manual, karena itu
untuk pemilihan personel baik yang dilapangan maupun bertugas di instansi
harus benar-benar selektif dalam pemilihan personel.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan yang
dikemukakan oleh George C. Edward Ill dalam Budi Winnamo dengan
indicator disposisi yang di dalamnya terdapat lagi indikator pengangkatan
birokrasi yang ada di Ditlantas Polda Aceh. Dalam hal ini bagaimana
Ditlantas Polda Aceh dalam memilih para personel baik yang di instansi
dan dilapangan dalam melaksanakan tugas yang berikan. Pemilihan harus
benar sesuai dengan tupoksi masing agar tidak tumpeng tidak dalam
melaksanakan tugas

b. Insentif
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Insentif ini berupa suatu penghargaan yang diberikan kepada
para pelaksana karena telah menyelesaikan tugas dengan baik. Dalam
pelaksanaan tilang ini pihak Ditlantas Polda Aceh memberikan
apresisasi kepada pada para jajarannya karena sudah melaksanakan
tugas yang diberikan, seperti kenaikan pangkat dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan
dari George C. Edward Il dalam Budi Winnamo dengan indicator
disposisi yang di dalamnya terdapat indicator insentif yaitu Ditlantas
Polda Aceh kepada para jajarannya. Biasanya penghargaan yang
diberikan kepada personel itu ketika personel tersebut sudah sampai
waktunya seperti kenaikan pangkat, polisi yang berprestasi dan lain

sebagainya.

. Struktur Birokrasi

Membuat Standart Operating Procedure (SOP)

Dalam impelementasi kebijakan, SOP ini sangat penting karena
dalam pelaksanaan suatu kebijakan baik itu aparatur, ASN dan para
birokrat ketika melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan dan tidak melenceng dari peraturan yang ada. Dalam
penerapan tilang elektronik ini SOP masih ditetapkan oleh Korlantas
Polri, mulai dari mekanisme dan cara penyelesaiannya. Ditlantas
Polda Aceh masih mengikuti aturan yang ditetapkan Oleh Korlantas

Polri. SOP ini dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan
dari George C. Edward Il dalam Budi Winnamo pada indicator
struktur birokrasi yang didalamnya ada indicator lagi Membuat
Standart Operating Procedure (SOP) oleh Ditlantas Polda Aceh
masih menggunan peraturan yang dibuat oleh Korlantas Polri. Di
dalam aturan tersebut dijelaskan bagaimana cara penilangan dan cara
pembayaranya. Tilang elektronik ini sudah tercantum sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No 80
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Melaksanakan Fragmentasi

Fragmentasi dalam tilang elektronik sangat dibutuhkan karena
untuk menyebar tanggung jawab kepada para personel agar lebih
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implmentasi kebijakan
dari George C. Edward Il dalam Budi Winnamo yaitu kemapuan
Ditlantas Polda Aceh dalam memberikan tanggung jawab kepada para
personel yang bertugas. Ketika tanggung jawab sudah diberikan maka
harus dijalankan bagaimana semestinya, karena ketika tanggang jawab
sudah diberikan tapi dilaksanakan maka akan berakibat pada

kebijakan yang telah ditetapkan.
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Berdasarkan analisis terhadap impelmentasi kebijakan tilang elektronik yang
dilakukan oleh Ditlantas Polda Aceh menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di
Kota Banda Aceh sudah cukup efektif. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan
melalui beberapa indicator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi
sudah cukup efektif. Dari penyampaian komunikasi baik itu antar sesama petugas yang
di instansi dan petugas dilapangan, dari penyebaran informasi dan sosialiasasi sudah
diterapkan tapi belum menyeluruh tersampaikan kepada masyarakat karena masih
banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya tilang elektronik ini. dari indicator
sumber daya, dalam pemilihan persnolel baik yang di instansi maupun yang ada
dilapangan, pemilihan personel juga sesuai dengan peraturan yang berlaku apalagi
sekarang sudah berlaku kembali tilang manual, karena tilang elektronik tidak dapat
menjangkau semua pelanggaran yang ada. Pada indicator disposisi dan stuktur
birokrasi sudah tercapai baik dalam hal penerapan tilang elektronik dan SOP yang
berlaku tentang tilang elektronik. Maka dari itu, Ditlantas Polda Aceh harus melakukan
perbaikan pada penerapan tilang elektronik dan serangkaian prosesnya dari segala
aspek demi tercapainya keselamatan pengendara, kelancaran dalam berkendara,

keamanan dan keteriban dalam berlalu lintas di jalan raya
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4.3.2. Faktor Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Tilang
Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh

Dari hasil wawancara yang ditemukan bahwa ada beberapa factor
hambatan yang mempengaruhi peelaksanaan tilang elektronik di Kota
Banda Aceh:

1. Faktor Internal

Faktor internal salah satu diantaranya penyebab terhambatnya tilang
elektronik. Terhambatnya tilang elektronik karena disebabkan kurangnya
dana operasional untuk pengadaan kamera CCTV ETLE yang di
berlakukan di Aceh karena tidak semua pemasangan kamera cctv

dipasangangkan pada traffic light yang tersebar di Kota Banda Aceh.

Aceh hanya ada lima yang aktif menindak pelanggar lalu lintas,
adapun kamera CCTV lainnya hanya sebagai kamera monitoring. Hal
tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya pelanggar lalu lintas, karena
penegakan hukum yang kurang merata serta keterbatasan sarana dapat

mempengaruhi kondisi lalu lintas.

2. Factor Ekternal
Factor ekternal dalam penerapan tilang elektronik itu
disebabkan oleh kelalaian masyarakat tidak mematuhi ranbu lalu

lintas. berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, masyarakat
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sudah mengetahui adanya tilang elektronik tetapi masi tidak
menyeluruh karena tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya
tilang elektronik. Misalnya seperti melakukan sosialisasi kepada
masyarakat agar setiap individu mengetahui dan memahami tentang
ETLE. Karena ada bebebapa masyarakat ada yang tidak tersampaikan
sosialisasinya kepada masyarakat sehingga mengetahui tentang
adanya system tilang elektronik. Hal ini dilakukan agar tidak
pelanggaran menurun dan kedisiplinan masyarakan dan kesadaran

dalam berkendara menjadi lebih baik.



BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai
Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas
(Ditlantas) Polda Aceh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan:
Implementasi tilang elektronik oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda
Aceh sudah cukup efektf. Namun dalam pelaksanaannya tilang elektronik tidak
bisa menjangkau semua para pelanggar lalu lintas. Masyarakat masih bisa
mengakali seperti penutupan nomor polisi. Ini tidak bisa dipantau oleh kamera
tilang elektronik dan tidak bisa diketahui pajaknya mati atau tidak.

Hambatan yang terjadi saat pelaksanaan tilang elektronik ini masih banyaknya
masyarakat yang melangar rambu lalu lintas. Seperti tidak memakai helm,
menerobos lampu merah, dan tidak memakai seatbelt karena masih kurangnya
kesadaran dalam diri masyarakat dalam mematuhi rambu lalu lintas. Masih
kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Ditlantas Polda Aceh kepada
masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tilang

elektronik dan bagaimana cara penilangganya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa

saran, yaitu:
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1. Perlu adanya sosialisasi yang gencar kepada masyarakat dalam mematuhi
peraturan rambu lalu lintas agar terhindarnya dari kecelakaan yang berakibat
fatal. serta adanya pemberitahuan lewat media social seperti Instagram, twitter,
dan lain sebagainya. Selanjutnya melalui media cetak seperti baliho, poster-
poster yang tersebar di jalan agar diketahui oleh masyarakat tentang adanya
penilangan elektronik atau disebut dengan ETLE (Electronik Traffic Law
Enforcementt).

2. Pihak kepolisian harus bekerja sama dengan dinas terkait dalam menyebarkan
tentang adanya penilangan melalui kamera cctv, tidak hanya pihak kepolisian
saja, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mematui rambu lalu lintas
karena dengan begitu bisa meminimalkan kecelakaan yang dialami oleh para
pengendara roda dua maupun roda empat di jalan.

3. Masih kurangnya pemasangan kamera tilang elektronik di setiap lampu merah
dan penerapan tilang elektronik ini masih di khususkan untuk ibu kota Provinsi
Aceh saja, tidak tersedia di semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh.
Ini disebabkan karena masih terbatasnya anggaran untuk penerapan tilang
elektronik di Provinsi Aceh. Untuk itu diharapkan kepada Polda Aceh untuk
memaksimalkan pemasangan kamera cctv di setiap traffic light yang ada di
seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh agar pelanggaran lalu lintas dapat
mengatasi pelanggaran lalu lintas dan bisa memaksimalkan penerapan dari

tilang elektronik ini.
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Lampiran 5. Draf Wawancara

Staff Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh

1.

10.
11.

12.

Bagaimanakah penyaluran komunikasi pada implementasi tilang elektronik di
Kota Banda Aceh?

Bagaimana kejelasan komunikasi yang disampaikan dalam implementasi tilang
elektrronik di Kota Banda Aceh?

Apakah komunikasi yang diberikan kepada petugas sudah konsisten dalam
implementasi tilang elektronik di Kota Banda Aceh?

Apakah staff untuk implementasi tilang elektronik di Kota Banda Aceh Sudah
Memadai?

Apakah informasi dalam implementasi tilang elektronik sudah terlaksana
dengan baik?

Apakah wewenang yang diberikan sudah terlaksana dengan baik?

Apakah pengangkatan dan permilihan personel sudah sesuai? Dan disposisi
siapa yang saja yang terlibat?

Apakah insentif bisa mengatasi sikap pelaksana dengan baik?

Apakah struktur birokrasinya sudah sesuai SOP yang berlaku? SOP apa saja
yang ada dan apa bentuknya?

Apakah implementasi tilang elektronik sudah terfragmentasi dengan baik?
Apa sajakah hambatan yang ditemukan dari factor internal saat implementasi
tilang elektronik di Kota Banda Aceh?

Apa sajakah hambatan yang ditemukan dari factor eksternal saat implementasi
tilang elektronik di Kota Banda Aceh?

Pengguna kendaraan yang terjaring ETLE

1.
2.

Apa yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui tentang sistem ETLE?
Apakah Bapak/lbu/Saudara pernah melanggar lalu lintas dan terjaring ETLE?
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Bagaimana pendapat Bapak/lbu/Saudara tentang penerapan ETLE di Kota
Banda Aceh?

. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara pelaksanaan ETLE sudah tepat sasaran?
Dari mana Bapak/lbu/Saudara memperoleh informasi mengenai ETLE?
Apakah dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian?

. Apakah tujuan dari sistem ETLE program ETLE sudah tercapai ?

. Apakah masyarakat memperoleh manfaat dari program ETLE?

. Apakah setelah diterapkan sistem ETLE, apakah lalu lintas menjadi lebih
tertib?
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